
 

 
 
Sumber Berita :  
“Kasus Korupsi Proyek Pipanisasi Karangasem: Mantan Kadis PU Divonis 1,5 Tahun”, NusaBali, 6 Maret 
2015 
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Catatan : 
 Pengertian tindak pidana korupsi (tipikor) menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  
 

 Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana 
Korupsi terdapat 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi tersebut dapat 
dikelompokkan menjadi 7 bagian yaitu: 
1. Kerugian keuangan negara 

a. Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata 
dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai 
(Pasal 1 UU No. 1 Tahun 2004). 

b. Tindakan yang termasuk dalam korupsi ini adalah : 
c. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara 
d. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan 

keuangan negara 
2. Suap-menyuap 

Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga 
bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak 
berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya 
yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara 
selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000.- (lima belas juta 
rupiah) (Pasal 3 UU 3/1980). 

3. Penggelapan dalam jabatan 
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya 
atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena 
kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 
pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Pasal 372 KUHP) 

4. Pemerasan 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, 
atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan 
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan (Pasal 368 KUHP) 

5. Perbuatan curang 
Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun 
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu 
kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang diancam karena 
penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun (Pasal 378 KUHP) 
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6. Benturan kepentingan dalam pengadaan 
Pasal 12 huruf i UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 : pegawai negeri atau 
penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam 
pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh 
atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

7. Gratifikasi 
Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, 
pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan 
cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri 
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa 
sarana elektronik (Penjelasan Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor) 
 

 Putusan pengadilan menurut UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 Ayat 11 adalah pernyataan hakim yang 
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang 
tersebut. 
 

 Requisitoir (pembacaan tuntutan) dilakukan oleh penuntut umum apabila hakim memandang 
pemeriksaan siding sudah selesai. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan 
pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau 
penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas 
pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua 
sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan. Acara pengambilan putusan diatur 
dalam UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 182 Ayat 1 KUHAP.  
 

 Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 terdapat tiga kemungkinan putusan dalam pengadilan pidana, 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib 

Putusan pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP)  

2. Putusan bebas 
Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas 
perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka 
terdakwa diputus bebas (Pasal 191 Ayat 1) 

3. Putusan lepas 
Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, 
tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari 
segala tuntutan hukum (Pasal 191 Ayat 2) 
 

 Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan 
pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk 
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mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam UU 
No. 8 Tahun 1981 Pasal 182 KUHAP. 
Semua putusan pengadilan tingkat pertama (pengadilan negeri) dapat dimintakan banding ke 
pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum 
dengan beberapa kekecualian. 
Tujuan banding adalah sebagai berikut : 
a. Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya; 
b. Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu. 
Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian baru (judicium novum). Jadi, dapat 
diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru. 
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